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BAB V
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 - 2025

5.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang
Misi 1 :   Mewujudkan sumber-daya manusia Rote Ndao yang bermutu, berdaya   saing dan bermartabat dengan asas keadilan dan kemerataan.
Secara umum, arah pembangunan jangka panjang bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Rote Ndao sama dengan arah pembangunan SDM dalam RPJP Nasional, yaitu: peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk, yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Rote Ndao yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.
Secara khusus, arah pembangunan SDM Rote Ndao dijabarkan untuk setiap bidang pembangunan SDM. Bidang-bidang pembangunan yang berhubungan dengan perwujudan misi tersebut, terdiri dari: Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB),  Bidang Tenaga Kerja, Bidang Agama, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
5.1.1. Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Pendidikan

Sasaran:

1. Meningkatnya tingkat partisipasi sekolah di berbagai level pendidikan mulai dari pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, secara adil dan merata untuk semua wilayah dan golongan masyarakat. 

2. Meningkatnya kualitas proses dan hasil pendidikan secara berkelanjutan.
3. Terentasnya permasalahan buta huruf.
Arah kebijakan:

1. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin dan wilayah yang tertinggal.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan. 

3. Penuntasan program wajib belajar pendidikan 12 tahun sebagai kelanjutan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara bermutu dan merata. 

4. Peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

5. Pemenuhan kebutuhan belajar secara adil dan merata.  

6. Perbaikan tingkat keniraksaraan orang dewasa, melalui penyediaan pelayanan yang merata dan berkeadilan terhadap pendidikan berkelanjutan, yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat.
7. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing SDM.
8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
9. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu, adil dan merata.
10. Pengembangan minat dan kegemaran membaca. 

11. Pengembangan sistem informasi pendidikan daerah kabupaten Rote Ndao untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi pembangunan SDM di Bidang Pendidikan. 

5.1.2. Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Kesehatan

Sasaran:

1. Meratanya akses semua golongan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.
2. Miningkatnya usia harapan hidup.
3. Menurunnya angka kematian balita dan ibu.
4. Meningkatnya status gizi masyarakat khususnya status gizi anak dan balita.
5. Terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang berbasis IPTEK.
Arah Kebijakan:
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata bagi semua wilayah dan golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; dan peningkatan penyediaan, distribusi, dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau.
3. Perbaikan perilaku sehat masyarakat. 

4. Peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau; 

5. Pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan. 

6. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu. 

7. Peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan.
8. Pengembangan asuransi kesehatan (sosial dan swasta).

9. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah Kabupaten Rote Ndao untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi pembangunan SDM di Bidang Kesehatan 

5.1.3. Arah Pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sasaran :
1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
2. Terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
3. Keserasian kehidupan ekonomi penduduk dengan daya dukung lingkungan.
4. Tertatanya sistem informasi dan administrasi kependudukan berdasarkan IPTEK.
Arah Kebijakan: 

1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui: 

a) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan Keluarga Berencana yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau. 

b) Pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. 

2. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: 

a) Pemerataan semua aspek pembangunan. 

b) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.
c) Pengembangan wilayah-wilayah terbelakang.  

d) Pembangunan sosial-ekonomi dan infrastruktur di pulau-pulau kecil

3. Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial. 

5.1.4. Arah Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Secara nasional, sasaran pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam RPJP Nasional 2005-2025 adalah: “terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan kebudayaan nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas-inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi”. Masyarakat dan kebudayaan Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari keragaman kebudayaan nasional,  juga harus membangun karakternya dan ikut membentuk karakter bangsa dimaksud.

Sasaran :

1. Terbangun dan mantapnya jati diri Rote Ndao sebagai bagian dari jati diri bangsa. 

2. Mantapnya integritas sosial budaya Rote Ndao yang berbasis multi kultur. 

3. Berkembangnya budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesenian yang beradab. 

4. Adanya nilai tambah budaya dan kesenian bagi kesejahteraan masyarakat Rote Ndao. 

Arah Kebijakan :

1. Pembangunan dan pemantapan transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai tradisi yang mempunyai potensi unggul. 

2. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan baik yang bersifat emosional maupun rasional. 

3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap iptek dengan pengembangan budaya membaca dan menulis sebagai basis membangun masyarakat pembaca (reading society), masyarakat belajar (learning society). 
4. Pengembangan kesenian sebagai salah satu bentuk ekspresi dan kreativitas   untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional. 
5. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan Rote Ndao serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian daerah yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai masyarakat Rote Ndao khususnya, serta kebanggaan nasional.
6. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Rote Ndao sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah dan mempromosikannya ke luar secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar daerah dan bangsa.
5.1.5. Arah Pembangunan Bidang Pemuda dan Olah Raga

Sasaran : 

1. Meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat termasuk peserta didik, pemuda, pekerja, dan kelompok lanjut usia. 

2. Meningkatnya mutu dan peranan pemuda Rote Ndao dalam berbagai aspek pembangunan.
Arah Kebijakan :

1. Menumbuhkan budaya olah raga guna meningkatkan kualitas manusia Rote Ndao sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat. 

2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga tradisional maupun prestasi, yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan formal maupun informal,  lembaga-lembaga pemerintah tingkat kabupaten, organisasi-organisasi masyarakat (ORMAS), serta pemerintah desa/kelurahan. 

3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. 

4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri. 

5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. 

5.1.6. Arah Pembangunan Bidang Tenaga Kerja

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
2. Berkembangnya keberagaman lapangan dan kesempatan kerja.
3. Mantapnya regulasi daerah tentang ketenaga kerjaan, upah, kesehatan dan keselamatan kerja,  serta jaminan sosial tenaga kerja dengan prinsip keadilan, partisipatif dan gender.
4. Menurunkan tingkat pengangguran.
Arah kebijakan :
1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan).
2. Menciptakan lapangan pekerjaan formal/modern dan sektor informal yang seluas-luasnya. Keadaan angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan rendah serta berusia muda ini diperkirakan belum akan berubah secara berarti sampai 20 tahun mendatang. Dengan demikian lapangan kerja yang akan diciptakan seyogianya mempertimbangkan tingkat keterampilan pekerja yang tersedia. Dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia, maka lapangan kerja formal maupun informal yang diciptakan didorong kearah industri pertanian (off farm), industri padat karya, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor.   

3. Memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja harus terus ditingkatkan dan disempurnakan agar perpindahan tersebut dapat terjadi.  

5.1.7. Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Perlindungan Perempuan dan  Anak

Sasaran : 

1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai regulasi, program pembangunan, dan kebijakan publik.
2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM.
3. Meningkanya dan berkembangnya peran ibu rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. 

4. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta 

5. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan taraf pendidikan, ketrampilan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
2. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
5.1.8. Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Agama

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam rangka mempertinggi dan memperkuat mental, moral dan akhlak sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat  dari sisi rohani  semakin baik.  Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak

2. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

3. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan inter dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.
4. Mengurangnya dampak negatif dari modernisasi dan globlisasi. 

Arah kebijakan :

1.  Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, melalui:  
a. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.
b. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas  pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama. 

c. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. 

2.   Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama, melalui:
a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat. 

b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik. 

c. Antisipasi penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama  melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.  

d. Antisipasi pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan, serta  

e. Peningkatan kerjasama inter dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi. 

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing yang berbasis kerakyatan, sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
sasaran :

1. Terciptanya struktur perekonomian daerah yang mantap yang ditunjang oleh pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan yang mendukung pengembangan industri, investasi, pariwisata yang tangguh dan berkembangnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara optimal dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu didistribusikan secara merata dan adil sehingga terciptanya peningkatan pendapatan per kapita penduduk untuk menopang terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

3. Berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif di tingkat wilayah dan masyarakat yang ditunjang oleh kekuatan ekonomi dan digerakkan oleh sektor-sektor potensial yang berbasis kerakyatan, sehingga tercapainya upaya pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapainya upaya pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemantapan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah.  
1. Terciptanya struktur perekonomian daerah yang mantap yang ditunjang oleh pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan yang mendukung pengembangan industri, investasi, pariwisata yang tangguh dan berkembangnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara optimal dan berkelanjutan. 

Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan peran sektor pertanian dan perdagangan melalui revitalisasi pertanian dan perdagangan sehingga mampu berkontribusi secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Berkenaan dengan peningkatan peran sektor pertanian dan perdagangan, maka beberapa kebijakan teknis prioritas yang dapat ditempuh meliputi :

a. Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan sebagai sub sektor basis terutama pada bagian wilayah potensial.
b. Memberdayakan potensi perkebunan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan serta menjaga kelestarian kawasan.

c. Pengembangan teknologi budidaya pertanian yang berbasis kepada teknologi lokal yang dikuasai dan membudaya di tingkat masyarakat.

d. Mengembangkan upaya-upaya nyata dalam pelestasrian konservasi air yang penting dalam menunjang pengembangan kawasan dan pertanian lokal.

e. Mengembangkan kawasan-kawasan potensial sebagai pusat pengembangan pertanian yang integratif dengan sektor  industri dan pariwisata serta tetap mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal yang tersedia.

f. Mendorong perdagangan komoditi pertanian unggul melalui pengembangan unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang berbasis pada potensi daerah dan masyarakat.

g. Mendorong pengembangan kerjasama perdagangan lintas daerah baik regional maupun nasional dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha

2. Mengembangkan industri lokal baik industri pengolahan, manufaktur maupun kerajinan yang berbasis potensi lokal dan didukung oleh kemajuan pertanian dan perdagangan sehingga peningkatan penyerapan nilai tambah secara lokal dapat lebih ditingkatkan.

3. Mendorong peningkatan investasi daerah melalui promosi potensi sektor produksi dan penyediaan infrastruktur yang memadai disertai pengembangan suprastruktur sehingga memberikan kemudahan dan gairah investasi yang terus berkembang dan meningkat secara berkelanjutan.

4. Mengembangkan industri pariwisata yang tangguh melalui pengembangan potensi dan penataan obyek. Demikian juga mendorong promosi yang lebih luas dan pengembangan kerjasama pariwisata agar supaya dapat menarik peningkatan jumlah kunjungan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.  
2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu didistribusikan secara merata dan adil sehingga terciptanya peningkatan pendapatan per kapita penduduk untuk menopang terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 
Sasaran :
1. Mengembangkan sektor potensial dan unggul daerah dalam hal ini pertanian dan perdagangan yang diselaraskan dengan kapasitas dan daya dukung daerah dan masyarakat.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui kebijakan yang mampu menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

3. Pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor riil yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku ekonomi (hubungan tripartit yakni pekerja, pengusaha dan pemerintah), penetapan dan peningkatan upah yang didasarkan pada standar kebutuhan hidup minimal yang layak. 

4. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang bagi kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya

5. Pengembangan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara bijaksana yang menopang pembangunan ekonomi daerah melalui antara lain :

a. Pemberdayaan sumberdaya pertanian dan petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan kapasitas produksi, penyediaan sarana produksi, pembinaan teknologi, sistem permodalan dan informasi pasar, yang pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan, daya beli dan Nilai Tukar Petani secara berkelanjutan. 

b. Mengembangkan industri lokal yang tangguh dan mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi.

c. Menumbuh kembangkan potensi pariwisata daerah yang terus meningkat baik potensi keindahan alam, pantai/pesisir dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya, dan memiliki linkage yang kuat dengan pengembangan potensi sektor produksi lainnya.
d. Mendorong peningkatan jumlah dan macam investasi, melalui upaya promosi potensi daerah, pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha

3. Berkembangnya usaha-usaha ekonomi produktif di tingkat wilayah dan masyarakat yang ditunjang oleh kekuatan ekonomi dan digerakkan oleh sektor-sektor potensial yang berbasis kerakyatan, sehingga tercapainya upaya pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapainya upaya pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemantapan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah.  

1. Menggerakkan kekuatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan khusus seperti agrobisnis, agroindustri dan agrowisata yang sinergis dengan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga terciptanya tatanan perekonomian lokal yang maju, mandiri, dan berdaya saing.  
2. Mengembangkan unit-unit ekonomi produktif di tingkat masyarakat dan wilayah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang unggul yang disertai dengan peningkatan akses terhadap permodalan dan perbaikan manajemen usaha secara lebih efisien dan menguntungkan.

3. Membangun wilayah perdesaan, laut dan pesisir sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi regional yang baru melalui pengembangan unit-unit ekonomi produktif di bidang pertanian, peternakan serta perikanan yang maju demi menunjang kemantapan pertumbuhan industri perdesaan, pariwisata dan investasi sektor produktif lainnya.

4. Mendorong terbentuknya sistem kelembagaan ekonomi produktif di tingkat masyarakat yang mantap dan efektif serta mampu menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja, penyerapan angkatan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, memantapkan ketahahan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Menciptakan sistem yang memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh bantuan pembiayaan yang mudah dan murah dalam pengembalian, melalui kerjasama dengan dunia usaha dan perbankan yang tersebar merata di semua pusat kecamatan.

6. Mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang berbasis pada data potensi dan permintaan pasar terutama sektor dan komoditi penting yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha produktif, peningkatan perdagangan dan dunia usaha dalam mengembangkan investasi.

7. Mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang berbasis pada data potensi dan permintaan pasar terutama sektor dan komoditi penting yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha produktif, peningkatan perdagangan dan dunia usaha dalam mengembangkan investasi.

Misi 3 :  Mewujudkan sistem kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan didukung dengan sistem politik yang demokratis
Sasaran : 

1. Berkurangnya  secara nyata praktik korupsi di birokrasi yang dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas/tinggi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan kepemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap maysarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

6. Tertatanya hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin meningkatnya  kualitas proses politik.
7. Meningkatnya peranan komunikasi dan informasi.
8. Diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini.
9.  Meningkatnya kapasitas aparatur.
Arah Kebijakan :
Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, maka upaya pencapaian kepemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel serta didukung dengan sistem politik yang demokratis diarahkan pada :

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewengangan dalam bentuk praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dengan cara:

a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) pada semua tingkat lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.
b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi yang sinergis dengan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab.
e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksanaan.
f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.
g. Peningkatan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkakan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:

a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif.
b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
c. Penataan peningkatan kapasitas SDM apaaratur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkaan prestasi.
e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
f. Peningkatan  profesionalisme aparatur yang berbasis nilai-nilai keagamaan, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan melalui:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
c. Peningkatan transparansi, partipasipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan penyebaran informasi. 

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika.
Misi 4 : Mewujudkan  supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum yang mantap serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat untuk mendukung kehidupan masyarakat yang maju dan bermartabat.           
Masyarakat yang maju dan bermartabat dicirikan juga oleh berlakunya hukum yang adil, penghargaan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan didukung oleh penegakan hukum (law enforcement) yang kuat dan efektif. Sementara itu, untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan bermartabat, penegakan hukum dan hak asasi manusia merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Pembangunan bidang hukum, hak asasi manusia dan ketertiban umum meliputi bidang hukum dan ketertiban umum dan bidang hak asasi manusia.

Sasaran  :

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dalam bidang Hukum, HAM dan ketertiban umum adalah: Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang memiliki kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dan kesadaran dan penghargaan akan HAM, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, bermartabat dan demokratis, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat Rote Ndao, serta mendukung tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

2. Terwujudnya rasa aman dan damai yang tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun antar golongan masyarakat, dan menurunnya angka kriminalitas secara nyata di wilayah perkotaan dan perdesaan.
3. Terwujudnya profesionalisme aparatur negara bidang hukum di daerah untuk mewujudkan pelayanan hukum yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Arah Kebijakan :
1. Mendukung pembangunan hukum secara nasional yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional untuk mendukung terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

2. Menunjang pembangunan materi hukum yang diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum, untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial, untuk lebih mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia, serta untuk lebih mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan pelibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.

3. Mendukung upaya perbaikan kesejahteraan aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum yang memadai agar pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyakarat dengan memberikan akses informasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki perilaku rasa memiliki dan taat hukum, dan yang didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya terjangkau, proses tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

5. Menerapkan dan menegakkan hukum dan hak asasi manusia secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

6. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan pada penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan, termasuk KKN dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik.

7. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonis antar kelompok masyarakat, melalui :  (i) membangun dan memperkokoh harmoni yang sudah ada dalam masyarakat dan mencegah tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dalam rangka membangun masyarakat sipil yang kokoh; (ii) menciptakan kehidupan inter dan antar umat beragama yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Misi 5: 
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang. 
Sasaran : 

1. Tersedianya infrastruktur transportasi dan sosial ekonomi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan daerah dan memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi  sehingga tercapai  keseimbangan pembangunan antar wilayah.
2. Tersedianya daya dukung sumber daya air, pasokan energi listrik, telekomunikasi dan informasi, perumahan dan permukiman serta prasarana dasar lainnya guna melayani kebutuhan masyarakat luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah terpencil dan pesisir.
3. Tersedianya prasarana dan sarana sosial budaya dan pemerintahan yang handal untuk mendukung pelayanan dan peningkatan pendidikan, kesehatan dan pariwisata serta pelayanan sosial lainnya sehingga terwujudnya masyarakat yang bermartabat.
Arah kebijakan :

1. Pembangunan transportasi dan perhubungan diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui pendekatan pengembangan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
2. Pembangunan dan pengembangan kelistrikan dan air bersih diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan sumber dan jaringan distribusi yang efektif dan efisien dalam penggunaannya serta peningkatan pemanfaatan sumberdaya lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
3. Pengembangan perumahan dan permukiman serta sanitasi diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan kelayakan perumahan dan permukiman yang sehat dan asri bagi masyarakat termasuk pada daerah perdesaan dan pesisir melalui peningkatan peran pemerintah dan masyarakat serta dukungan perbankan. 

4. Pembangunan sumberdaya air dan irigasi diarahkan untuk menjamin daya dukung sumber daya air bagi penyediaan air yang berkelanjutan dan mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu dan berkeadilan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pembangunan prasarana pemerintahan termasuk jaringan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk memudahkan proses sosialisasi dan trasparansi kebijakan serta pelayanan kepada semua lapisan masyarakat termasuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan pos dan telekomunikasi dan mendorong investasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi/telematika terutama di daerah potensial dan pariwisata.
6. Pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan serta prasarana sosial lainnya diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan dan kesehatan termasuk kebijakan bidang sosial lainnya secara adil dan merata dengan kapasitas yang memenuhi standar yang ditentukan.
Misi 6 : Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkesimbangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sasaran :

1. Membaiknya pengelolaan dan penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatnya kondisi Lingkungan Hidup (LH) yang serasi, selaras, dan seimbang dengan asas tanggungjawab bersama. 

2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan.

3. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH.

4. Terkelolanya 102 pulau yang ada di Kabupaten Rote Ndao.

5. Terwujudnya pembangunan  yang berpedoman pada  rencana tata ruang wilayah yang sudah ada.
6. Terselenggaranya sistem informasi dan tercapainya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dibidang SDA dan LH.

Arah Kebijakan:

1. Mendayagunakan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan, dan lain-lain harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan menggunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.

2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukaan sebagai masukan/input, baik sebagai bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah optimal.
3. Menjaga keamanan ketersediaan energi. Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
4. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.

5. Mengembangkan sumber daya kelautan. Memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
6. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA yang unik dan khas. Deversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

7. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada. Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
8. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Rote Ndao.  Mengembangkan kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.
9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan. Pemulihan kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.

10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH meliputi : peningkatan kelembagaan, penegakan hukum, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan, internalisasi etika lingkungan dalam kegiatan produksi, konsumsi, pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari.

11. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap isue LH dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas LH.

12. Membangun dan menyebarkan data dan  informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

13. Memanfaatkan dan mengelola pulau-pulau kecil dan terluar. Kabupaten Rote Ndao memiliki 102 pulau baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut perlu dimanfaatkan secara arif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam disebabkan daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas, oleh karena itu,  pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar harus berbasis masyarakat dan berdasarkan daya dukung lingkungannya sehingga pemanfaatannya terkendali, lestari, dan berkelanjutan.

14. Membuat pemeta-rencanaan (road-mapping) IPTEK yang merupakan alat strategis sebagai teknologi peramalan guna tercapainya keberhasilan penguasaan IPTEK dalam pengelolaan SDA dan LH. 

Misi 7: 
Mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara lebih aktif dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial.  
Potensi kesejahteraan sosial mencakup perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, serta bagi mereka yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selain itu, potensi kesejahteraan sosial juga mencakup nilai-nilai yang konstruktif, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Sasaran misi ini adalah: Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Secara khusus, sasaran umum tersebut dapat dirinci sebagai: 

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. 

2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. 

3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 

4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. 

5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial daerah. 

6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial. 

7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial. 

8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. 

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya. 

3. Meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial  terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. 

4. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial (termasuk didalamnya permasalahan sosial keluarga nelayan korban penangkapan pemerintah Australia). 

5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. 

6. Mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional. 

7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. 

8. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. 

9. Meningkatkan inisiatif dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, dan organisasi sosial/Lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
Misi 8: 
Mewujudkan peran Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI.
Sasaran :

1. Teridentifikasinya seluruh pulau-pulau  sehingga menjadi kesatuan yang utuh dari wilayah Kabupaten Rote Ndao dalam wadah NKRI

2. Terpetakannya seluruh wilayah Rote Ndao baik darat maupun laut secara otentik sebagai bagian dari peta wilayah NKRI

3. Terindentifikasinya semua potensi wilayah pulau-pulau dan kawasan perbatasan

4. Adanya perencanaan pembangunan, pengawasan dan perlindungan pulau-pulau dan kawasan perbatasan

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan Kabupaten Rote Ndao sebagai satu simpul yang mendukung keutuhan wilayah NKRI
2. Meningkatkan Pengawasan dan Perlindungan Pulau-pulau dan Wilayah Perbatasan
3. Mengembangkan kerjasama pembangunan  dan pengembangan pulau-pulau terluar
4. Mengembangkan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan

5.2. Tahap-Tahap Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
5.2.1. Tahap Konsolidasi (2002-2005)
Pada hakekatnya rencana pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, dimulai sejak dibentuknya Kabupaten Rote Ndao secara defenitif pada April 2002. Sejak saat itu dalam mengendalikan sistem perencanaan pembangunan didasarkan pada Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada). Sebagai wilayah otonom yang baru, maka upaya-upaya konsolidasi, orientasi dan penataan sistem pemerintahan termasuk berbagai arahan pembangunan terus dilaksanakan sampai pada periode awal kepemimpinan pasangan pimpinan wilayah yang pertama. Pada saat itu rencana pembangunan ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kabupaten Rote Ndao untuk tahun 2005-2009, dengan sasaran tewujudnya masyarakat Rote Ndao yang beriman, demokratis, sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan sasaran sebagai mana disebutkan di atas, maka pembangunan kabupaten Rote Ndao telah diarahkan pada:
1. Mengembangkan suasana harmonis dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3. Penguatan ekonomi kerakyatan, yang ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pemerataan distribusi pendapatan dan akses terhadap sumberdaya ekonomi.

4. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.

5. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan merakyat.

6. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan daerah lain dan dengan badan/lembaga donor dari dalam dan luar negeri.

7. Pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia diarahkan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar terciptanya ketertiban hukum dan rasa aman dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai.
Berbagai hasil yang telah dicapai pada tahap ini kurang lebih merupakan acuan bagi kepentingan penyusunan rencana pada tahapan pembangunan selanjutnya.
5.2.2. TAHAP PERTUMBUHAN (Periode tahun 2005-2009 dan Periode RPJMD I 2009-2014)
5.2.2.1.  Pengantar

Periode pembangunan 2005-2014 disebut sebagai “Tahap Pertumbuhan”, yang menurut definisi Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari dua periode pembangunan jangka menengah, yaitu periode tahun 2005-2009 dan Periode RPJMD I tahun 2009-2014. Periode tahun 2005-2009 telah dilewati dengan kinerja pembangunan seperti yang dipaparkan pada Bab II RPJP Rote Ndao 2005-2025. Sehingga pada aras pelaksanaan yang nyata, RPJP Rote Ndao 2005-2025 sebenarnya  baru dimulai secara operasional pada RPJMD 2009-2014, atau dengan kata lain alokasi periode waktu untuk Tahap Pertumbuhan RPJP Rote Ndao 2005-2025 hanya tertinggal sisa waktu untuk RPJMD I tahun 2009-2014. 

5.2.2.2. 
Prioritas Pembangunan “Tahap Pertumbuhan” (Periode RPJMD I, 2009-2014).
Untuk “Tahap Pertumbuhan” ini, prioritas pembangunan Rote Ndao diletakan untuk: meningkatkan mutu SDM, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan pembangunan infrastruktur,  perencanaan tata ruang  dan lingkungan hidup, kinerja pemerintahan dan aparatur yang efisien, dan penegakkan hukum. Dengan demikian  bidang-bidang prioritas untuk periode ini, adalah:

1. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan KB, serta Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Infrastruktur

4. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
5. Bidang Politik dan Pemerintahan
6. Bidang Hukum dan Hak Asasi manusia
Bidang-bidang prioritas dimaksud akan didukung oleh bidang-bidang pembangunan lainnya sebagai penunjang yang tidak terpisahkan dalam mendukung kinerja pembangunan daerah.
5.2.2.3.  Sasaran Bidang-bidang Prioritas

1. Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia, dengan penekanan pada bidang-bidang: Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan perempuan dan anak.
Sasaran:

1. Maksimalnya tingkat partisipasi sekolah untuk Pendidikan Dasar 9 Tahun secara merata di semua wilayah Kabupaten Rote Ndao

2. Meningkatnya tingkat partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan menengah

3. Meningkatnya persentase penduduk melek huruf

4. Meratanya akses semua golongan masyarakat dan wilayah terhadap pelayanan kesehatan

5. Menurunkan angka kematian balita dan ibu

6. Meningkatnya usia harapan hidup

7. Meningkatnya status gizi masyarakat

8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

9. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
2. Pembangunan Bidang Ekonomi 

Sasaran: 
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao yang disertai dengan peningkatan pendapatan perkaipta, punurunan kemiskinan dan angka pengangguran melalui pengembangan sektor-sektor andalan dan strategis secara optimal dan pengembangan kawasan  andalan yang menyebar di berbagai bagian wilayah Kabupaten Rote Ndao sebagai pusat pengembangan ekonomi dengan basis potensi sumberdaya alam dan partisipasi masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur 

Sasaran: 
1. Meningkatnya infrastruktur yang menunjang prioritas pembangunan ekonomi berupa ketersediaan dan pemerataan prasarana transportasi, pengairan, perumahan dan permukiman serta energi listrik.
2. Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana sosial dalam menunjang pembangunan pendidikan dan kesehatan.
4. Bidang SDA, LH dan Tata Ruang

Sasaran:

1. Optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Rote Ndao.
2. Terlaksananya Rencana Tata Ruang pada tingkat detail dari pulau-pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.
3. Tersedianya pemeta-rencanaan (road-mapping) IPTEK di bidang SDA dan LH guna tercapainya keberhasilan penguasaan IPTEK dalam pengelolaan SDA dan LH.
5. Bidang Politik dan Pemerintahan

Sasaran Bidang Politik :

1. Meningkatnya kehidupan  berdemokrasi, semangat kebangsaan, peran dan fungsi partai politik.
2. Meningkatnya peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, Meningkatnya peran kelembagaan demokrasi lokal. 
3. Meningkatnya hubungan baik kerjasama eksekutif dan legislatif,  serta pengembangan kerjasama dengan institursi Kabupaten Rote-Ndao dengan institusi lainnya. 
Sasaran Bidang  Pemerintahan dan Birokrasi :

1. Tertatanya organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur. 

2. Diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan.  

3. Meningkatanya  standarisasi kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek melalui terbentuknya Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 

4. Diterapkannya sistem insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatu. 

6. Bidang Hukum dan HAM

Sasaran:

1. Meningkatnya kesadaran hukum dan penghargaan terhadap HAM di kalangan masyarakat. 
2. Meningkatkan pelayanan hukum dan penegakan hukum dan HAM.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Meningkatnya produk hukum dan revisi produk hukum yang responsif.
5.2.2.4. Indikator Pencapaian  (Periode RPJMD I, 2009-2014) : 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk dijaga pada level < 1,25% per tahun
2. Jumlah penduduk buta huruf turun dari 11% menjadi maksimal 6%
3. Angka gizi kurang dan gizi buruk berkurang
4. Angka kematian bayi maksimal 10 kasus
5. APM pendidikan dasar (SD maupun SMTP) menjadi 100%
6. APM pendidikan menengah minimal 85 %
7. Tingkat kelulusan pendidikan dasar: SD minimal 99%; SMTP minimal 91%
8. Tingkat kelulusan pendidikan menengah minimal 87%
9. NEM pendidikan dasar dan menengah (SD minimal 6,9; SMTP minimal 6,8; SMTA minimal 6,5)
10. Laju pertumbuhan ekonomi minimal  5,48%.
11. Pendapatan per kapita minimal Rp.4,04 juta/kapita.
12. Tingkat pengangguran terbuka maksimal 2% yang diikuti dengan terus berkurangnya pengangguran tersembunyi
13. Persentase penduduk miskin maksimal 20% dari jumlah penduduk
5.2.3. Tahap Pemantapan (Periode RPJMD II, 2015-2020)
5.2.3.1. Pengantar

Periode pembangunan 2015-2020 RPJPD Rote Ndao disebut sebagai “Tahap Pemantapan”, yang dalam periodisasi jangka menengah berada dalam Periode RPJMD 2015-2020. Tahap pemantapan mengandung arti kemampuan menjaga dan meningkatkan kinerja pembangunan yang dicapai pada pembangunan sebelumnya dengan asas berkelanjutan. Tahap pemantapan ini juga mengandung arti percepatan untuk menuju kemandirian daerah yang berdaya saing.

5.2.3.2. Prioritas Pembangunan Tahap Pemantapan 

Untuk Tahap Pemantapan ini, prioritas pembangunan Rote Ndao diletakan untuk lebih meningkatkan mutu SDM, lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan pembangunan kualitas infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, aparatur pemerintahan yang profesionel, efektif, efisien dan akuntabel, menjamin perlindungan kesejahteraan sosial, serta penegakkan hukum dan HAM. Bidang-bidang prioritas untuk tahap ini, adalah:

1. Bidang Pembangunan SDM, melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan KB, serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kepemudaan dan Olah Raga

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Infrastruktur,

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

5. Bidang Politik dan Pemerintahan

6. Bidang SDA, LH dan Tata Ruang
7. Bidang Hukum dan HAM
Bidang-bidang prioritas dimaksud akan didukung oleh bidang-bidang pembangunan lainnya sebagai penunjang yang tidak terpisahkan dalam mendukung kinerja pembangunan daerah.
5.2.3.3. Sasaran Bidang-bidang Prioritas

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan penekanan pada bidang-bidang: Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan perempuan dan anak, Ketenaga kerjaan
Sasaran :

1. Terjaganya tingkat  tingkat partisipasi sekolah untuk Pendidikan Dasar 9 tahun yang maksimal secara merata di semua wilayah Kabupaten Rote Ndao

2. Tuntasnya wajib belajar 12 Tahun

3. Meningkatnya kualitas proses dan hasil pendidikan secara berkelanjutan

4. Tuntasnya persoalan buta huruf

5. Terjaganya kemerataan akses semua golongan masyarakat dan wilayah terhadap pelayanan kesehatan

6. Menurunkan Angka kematian balita dan ibu

7. Meningkatnya usia harapan hidup

8. Meningkatnya status gizi masyarakat

9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

10. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
11. Terselenggaranya Sistem Informasi SDM (pendidikan, kesehatan, perempuan, kependudukan serta ketenagakerjaan) yang berbasis IPTEKS
12. meningkatnya mutu dan peranan pemuda Rote Ndao dalam berbagai aspek pembangunan

13. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja
14. Berkembangnya keberagaman lapangan dan kesempatan kerja
2.  Pembangunan Bidang Ekonomi, 


Sasaran : 



Pemantapan perekonomian regional Kabupaten Rote Ndao melalui peran sektor strategis yang terus ditingkatkan, sehingga sektor strategis dimaksud menjadi sektor unggul dan berkontribusi nyata bagi perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan regional di Kabupaten Rote Ndao.
3.  Pembangunan Infrastruktur 

Sasaran : 

1. Meningkatnya infrastruktur yang menunjang percepatan pembangunan wilayah melalui peningkatan aksebilitas wilayah dan kualitas prasarana ekonomi lainnya
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi yang berkelanjutan

3. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sosial dalam menunjang pembangunan pendidikan dan kesehatan  serta kesejahteraan masyarakat

4.   Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 
Sasaran :
1. Meningkatnya potensi SDA dan semakin membaiknya infrastruktur serta fungsi lingkungan hidup, terutama dari ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur dan produktif, kualitas udara dan ekosistem pesisir yang lebih baik.
2. Menguatnya kinerja kelembagaan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
3. Terwujudnya proses penataan ruang yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan kota, secara seimbang sesuai daya tampung lingkungan. 
4. Terus terbangunnya upaya penegakan hukum (law enforcement)  lingkungan.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pranata pengelolaan SDA dan LH.
6. IPTEK yang semakin mantap di bidang SDA dan Lingkungan Hidup sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi. 

7. Meningkatnya pemanfaatan potensi dan keunikan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Meningkatnya kualitas sistem informasi SDA dan Lingkungan Hidup berbasis IPTEK.
5.  Bidang Perlindungan Kesejahteraan Sosial

Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. 

2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. 

3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6.  Bidang Politik,  Pemerintahan dan Birokrasi

Sasaran Politik :
1. Terwujudnya pemahaman politik yang benar oleh masyarakat  dan
2. Terwujudnya proses politik yang terbuka, demokratis, sehat dan benar. 
Sasaran Pemerintahan dan Birokrasi :

1. Terciptanya profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi. 

2. Terciptanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. 
3. Bergersernya peran pemerintah ke peran regulator, fasilitator dan stimulator, sedangkan peran sebagi investor pada sarana dan prasarana publik sudah yang bisa diperankan oleh swasta.
7.   Bidang Hukum dan HAM 

Sasaran:

1. Meningkatnya kesadaran dan tumbuhnya budaya hukum dan penghargaan terhadap HAM di kalangan masyarakat. 

2. Meningkatnya harmoni, keamanan dan ketertiban yang terus menerus dalam masyarakat, dan 

3. Menguatnya peran dan fungsi produk hukum daerah (PERDA) untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. 
5.2.3.4. Indikator Pencapaian (Periode RPJMD II, 2015-2020):
1. Tingkat pertumbuhan penduduk tetap terjaga pada level < 1,25% per tahun
2. Jumlah penduduk buta huruf turun menjadi maksimal 1%
3. Angka gizi kurang dan gizi buruk berkurang
4. Angka kematian bayi maksimal 10 kasus

5. APM pendidikan dasar (SD maupun SMTP) terjaga pada level 100%
6. APM pendidikan menengah minimal 95 %
7. Tingkat kelulusan pendidikan dasar: SD   100%; SMTP minimal 96%
8. Tingkat kelulusan pendidikan menengah minimal 92%
9. NEM pendidikan dasar dan menengah (SD minimal 7,00; SMTP minimal 7,00; SMTA minimal 6,8)
10. Laju pertumbuhan ekonomi tetap dijaga pada level di atas 5,48%.
11. Pendapatan per kapita tetap dijaga pada level minimal Rp.4,04 juta/kapita.
12. Tingkat pengangguran terbuka tetap dijaga pada level dibawah 2% yang diikuti dengan terus berkurangnya pengangguran tersembunyi
13. Persentase penduduk miskin terus menurun 
5.2.4. Tahap Kemandirian dan Daya Saing (Periode RPJMD III,  2021-2025)

5.2.4.1. Pengantar

Periode pembangunan 2021-2025 disebut sebagai Tahap Kemandirian dan Daya Saing, yang dalam periodisasi jangka menengah berada dalam Periode RPJMD 2021-2025. Tahap Kemandirian dan Daya Saing mengandung arti kemampuan untuk terus maju dengan bertumpuh pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah serta memiliki kemampuan untuk berkompetisi dan mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan wilayah lain baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk itu kemajuan yang dicapai pada tahap sebelumnya harus terus dimantapkan pada tahap Kemandirian dan Daya Saing. 

5.2.4.2. Prioritas Pembangunan Tahap Kemandirian dan Daya Saing
Untuk Tahap Kemandirian dan Daya Saing ini, prioritas pembangunan Rote Ndao diletakkan untuk memantapkan mutu SDM, menjaga dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan yang berkualitas dari pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan LH, penegakkan hukum, stabilitas politik, profesionalisme aparatur, serta  ketertiban dan keamanan yang kondusif dan terjaga lewat partisipasi aktif semua unsur pembangunan. 
Bidang-bidang prioritas pada Tahap Kemandirian dan Daya Saing adalah : 

1. Bidang Pembangunan SDM, melalui Bidang-bidang: Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan KB, serta Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga kerja, pemuda dan olah raga, serta Agama

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Infrastruktur,

4. Kesejahteraan Sosial
5. Politik, Hukum dan Ham

6. Pemerintahan dan  Birokrasi

7. Sumberdaya Alam, LH dan Tata Ruang

Bidang-bidang prioritas dimaksud akan didukung oleh bidang-bidang pembangunan lainnya sebagai penunjang yang tidak terpisahkan dalam mendukung kinerja bidang prioritas.
5.2.4.3. Sasaran  Bidang-bidang Prioritas

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan penekanan pada bidang-bidang:  Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan perempuan dan anak

Sasaran:

1. Maksimalnya tingkat partisipasi sekolah untuk Pendidikan Dasar 9 Tahun secara merata di semua wilayah Kabupaten Rote Ndao

2. Maksimalnya tingkat partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan menengah

3. Tuntasnya persoalan buta huruf
4. Semakin Meratanya akses semua golongan masyarakat dan wilayah terhadap pelayanan kesehatan

5. Minimalnya Angka kematian balita dan ibu

6. Semakin meningkatnya usia harapan hidup

7. Semakin meningkatnya status gizi masyarakat

8. Terus terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

9. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
2. Pembangunan Bidang Ekonomi 


Sasaran: 

1. Kemandirian ekonomi daerah yang ditandai dengan semakin kuatnya peran pusat-pusat pertumbuhan baru dalam menopang perekonomian regional Kabupaten Rote Ndao.
2. Kemandirian ekonomi daerah telah benar-benar mampu menopang kegiatan pembangunan, di mana ditandai dengan kemandirian dalam membiayai pelaksanaan pembangunan secara nyata dan berkelanjutan. 

3. Peran masyarakat dan dunia usaha lokal dalam menggerakkan perekonomian regional semakin besar dan terus meningkat. 

4. Pemantapan daya saing daerah, di mana minimal berbagai produk yang dihasilkan diharapkan memiliki daya saing yang kuat dibanding dengan daerah lain. Daya saing ini ditopang oleh kemampuan daerah meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah Rote Ndao, akibat potensi SDA dan SDM yang tersedia telah berhasil ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai kebijakan pembangunan lainnya.
3.  Pembangunan Infrastruktur 

Sasaran: 
1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang menunjang prioritas pembangunan ekonomi terutama kualitas prasarana jalan dan jembatan serta fasilitas pelabuhan laut dan udara
2. Terpenuhinya ketersediaan prasarana dan sarana sosial yang menunjang prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan
4.   Bidang Perlindungan Kesejahteraan Sosial

 Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. 

2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. 

3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Bidang Politik, Pemerintahan dan Birokrasi
Sasaran Bidang Politik:

1. Mantapnya kehidupan  berdemokrasi, semangat kebangsaan, peran dan fungsi partai politik,
2. Mantapnya peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, Meningkatnya peran kelembagaan demokrasi lokal, 
3. Mantapnya hubungan baik kerjasama eksekutif dan legislatif,  serta pengembangan kerjasama dengan institursi Kabupaten Rote-Ndao dengan institusi lainnya. 
Sasaran Bidang Pemerintahan dan Birokrasi :

1. Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, 
2. pemantapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan 
3. pemantapan hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. 
4. Pemantapan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan seperti penguatan Penyelenggaraan Pelayan Publik Terpadu Satu Pintu (PPTSP) melalui on line.
6.  Bidang SDA, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 

Sasaran:

7. Terciptanya daya dukung lingkungan Kabupaten Rote Ndao secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
8. Tercapainya upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar tetap  asri dan lestari melalui perbaikan pengelolaan SDA dan LH
9. Terciptanya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat
10. Terciptanya pembangunan yang tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terwujud.
11. Terciptanya kinerja kelembagaan pengelolaan SDA dan LH yang handal

12. Tetap terbangunnya kualitas sistem informasi SDA dan LH berbasis IPTEKS yang handal
13. Diterapkannya IPTEK di bidang SDA dan LH secara konsisten sehingga tetap mampu mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi
7.  Bidang Hukum dan HAM 

Sasaran:

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat daerah yang sadar dan berbudaya hukum yang ditandai dengan (i) penyelesaian konflik-konflik antar anggota masyarakat dan konflik sosial melalui lembaga hukum dan peradilan yang adil dan obyektif;  
2. Terwujudnya harmoni, keamanan dan ketertiban yang terus menerus dalam masyarakat. 
3. Terwujudnya produk-produk hukum daerah yang selaras dengan tatanan nilai yang dianut masyarakat lokal dan dengan produk hukum yang lebih tinggi (produk hukum nasional dan daerah tingkat I).
5.2.4.4. Indikator Pencapaian (Periode RPJMD III,  2021-2025): 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk dijaga pada level < 1,20% per tahun
2. Jumlah penduduk buta huruf turun dan dijaga pada level dibawah 1%
3. Angka gizi kurang dan gizi buruk terus berkurang.
4. Angka kematian bayi maksimal 5 kasus.
5. APM pendidikan dasar (SD maupun SMTP) terjaga pada level 100%
6. APM pendidikan menengah minimal 100 %
7. Terjaganya Tingkat kelulusan pendidikan dasar: SD   100%; SMTP 100%
8. Tingkat kelulusan pendidikan menengah minimal 98%
9. NEM pendidikan dasar dan menengah (SD minimal 7,25; SMTP minimal 7,25; SMTA minimal 7,00)
10. Laju pertumbuhan ekonomi tetap dijaga pada level di atas 5,48%.
11. Pendapatan per kapita tetap dijaga pada level minimal Rp.4,04 juta/kapita.
12. Tingkat pengangguran terbuka tetap dijaga pada level dibawah 2% yang diikuti dengan terus berkurangnya pengangguran tersembunyi
13. Persentase penduduk miskin terus menurun
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